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I 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PEMALAN 

PERATURAN BUA T I  PEMALANG 
NOMOR 96 TAHUN 2008 

TENTANG 

URAIAN TGAS JABATAN STRUKTURAI 
KECAMATAN KABUPATFNI MAL ANG 

BUPAT! PEMAL.ANG 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya leraturan Bupati Pemalang Nomor 55 

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok. Fungsi dan Tata Keri. 
Keamatan Kabupaten Pemalang. perlu menctapkan Lraan Tugas Iabatan 
Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud huruf a. perlu 
menetapkan Peraturn Bupati tentng Uraian Tugas Jabatan Sirktura 
Kecamatan Kabupaten Pemalang. 

Undang-Undang Nomor 13 Tal@n 1950 tetan Pembentukan Daerah­ 
daerah Kabupaten dalam Ling#ungan Propinsi Jawa Tengah; 
Undang-Undang Nomor 8 Tahon 174 tentang Pokok-pokok Kepegawair 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 omor 55. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telaht 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun I999 tentang Perubaha 
atars Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokot 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 N@mot 
169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3890) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perumndang-undangan.tLembaran Negara Republik Indonesia Noor 53, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389) 

4. Undang-Uhndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeral 
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2004 Nomor 125. Tamahar 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebugaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dergan Lndang-Undang Nomor 1 Tahu 
2008 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-n<dang Nomor 32 Tahu 
2004 tentang Pemerintahan Daerah tLembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mula 
Berlakunya Undan-undang Noor 13 Tun 150; 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan. Permindahan dan Pemberhertian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor I. Tambahan 
Lembaran Negara Republik [adores Nomor 4262 

7. Peraturan Pemeritah Nomor 8 fahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemcrintaban antara Pemerintah, Peerintaha, Daerah Provisi dar 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tamhahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 [ahu 2005 entamg Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Namor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nao 15931 

I. 
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9. Peraturan Pemerintah Nomo 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangket 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4741); 

I0. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahar. 
Pengundangan dan Penyebarluasun Peraturan Perundang-undangan; 

I L .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjus 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentan 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 
Nomor I). 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14), 

I4. Peraturan Bupati Pemalanp Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran 
Tugas Pokok. Fungsi dan Tata Kerja Keeamatan Kabupaten Pemalang 
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomo1 55), 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG LRAIAN TUGAS JABATAN 
STRUKTURAL KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 

• 

Dalam Peraturan Bupati ini,  yang dimaksud dengan 
I .  Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 
2. Pemerintah Kabupaten Pemalang. selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 

l'erangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Pemalang 
4. lerangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah. 

sekretariat DPRD, dinas daerah. lembaga tcknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. 
6. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Pemalang. 
7. €amat adalah Kepala Kecamatan Kabupaten Pemalang 
8. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan t e k n i k  untuk mendapatkan data jabatan, 

mcnyajikan untuk program-program kelembagaan. kepegawaian dan ketatalaksanaan serta 
memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang mcnggunakannya. 

9, Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk 
memperoleh hasil kerja. 

I0 Uraian Tugas adalah paparan seeara rinci tentang tgas 
I. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menuniukkan tugas, tanggung jawab, wewenang 

dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan jabatan dalam organisasi. 
12. Pelaksana Tugas/Staf adalah pegawai yang melak saunakan tugas-tugas teknis. 
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Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari: 
a. €amat, 
b. Sekretariat, terdiri dari; 

I. Subbagian Percncanaan, 
2 Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 

c. Seksi Tata Pemerintahan, 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
e. Seksi Ketentraman dan Ketert.ban Umum, 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB III 
URIAN TUGAS 

Bagian Pertama 
Camat 

Psa!3 

Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut 

a. merumuskan kebijakan teknis, program dan kegiatan penclcnggaraan tugas umum 
pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlakn sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
menangani sebagian ursan otonomi daerah guna mendukung penyelenggaran 
pemerintahan, 

c. mcngkoordinasikan penyelengaraan Iugas u m m  pemerintahan dan pelaksanaan 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 
pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 
pelaksanaan tugas, 

d. menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan program dan 
kegiatan, ketatausahaan, kcpegawaian. kcuangan. kehumasan, organisasi, tata laksana don 
rumah tangga kecamatan guna tertuib administrasi; 

e. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui proses perencanan 
pembangunan, pembinaan. pengawasan dan evaluasi terhadap unit kerja baik pemerintrh 
maupun swasta dan tugas - tugas lain bidang pemberdayaan masyaralat sesuai ketentun 
peraturan yang berlaku scbagai bahan penyusunan program dan kegatan pembangunan 
lebih lanjut, 

f. mengkoordinasikan upaya penyelcnggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah 
kerja kecarnatan dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional 
Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya guna 
terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum; 

g. mengkoordinasikan pcncrapan dan pencgakan peraturan perundang undangan yang berlaku 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan pihak Kepolisian Negara 
Republik Indonesia serta instansi terkait l a inya euai dengan ketentuan guna tegaknya 
peraturan; 

h. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal terkait serta pihak swasta guna 
peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemelibaraan sarana dan fasilitas umum; 
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan melalt pengkoordinasian kegiatan denga 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal terkait guna keterpadauan dan 
sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

j. melakukan pembinaan dan pcngawasan penycinggaraan pemerintahan desa danatau 
kelurahan melalui pemberian bimhingan, supervisi, farsilitasi, konsultars dan evaluast 
terhadap pelaksanaan administrasi serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; 

k. menyelenggarakan upaya pemberdayaan masyarakat yang mencakup program peningkatan 
ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kescjahteraan 
sosial sesuai dengan ketentuan guna memajukan kehidupan masyarakat 
menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan ssuai dengan kewenangannya guna 
peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemlikan tanah dan pembayaran pajak; 

m. menyelcnggarakan pelaksanaan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup 
tugasnya guna pencapaian tujuan pemerintahan 
menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelak sanaan 
tugas; 

o. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pckerjaan selesai tepat waktu; 
p mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara pemberikan petunjuk. bimbingan, 

binaan dan arahan untuk peningkatan kinerja. 
q memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guno peningkat.n 

kinerja; 
menyelenggarakan monitoring dan evahast pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapa 
sasaran dan tujuan yang telah direncanakan: 

s. menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi 
pemerintahan sebagai bentuk pertanggungiawaban pengelolaan keuangan daerah; 
membuat laporan pelaksanaan tugas tata pemerintahan, pemberdayaan masyarak.at. 
ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan masyarakat, pemerintahan desa dun/atau 
kelurahan, kepala desa dan'atau lurah dan perangkat desa dan/atau kelurahan kepada Bupat 

sccara berkala sebagai bentuk pertangungjawaban 
u memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan: 
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuai dengan ugas pokok dan 

tungsinya guna kelancaran pelaksanaan tug.as 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

Pasal + 

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut; 
a. merumuskan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
b. mcngkoordinasikan pcnyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi 

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelak sanaan Anggarun 
tDPA), Rencana Kerja, Renstra dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas: 

c. menyelenggarakan pengelolaan urasan percncanaan, ketatausahaan. kehumasan, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, tata laksans, evaluasi dan pelaporan 
esuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi, 

b. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelak sanaan tngas, 
c. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu: 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit keria terkait untuk kelancaran tugas 
terpadu; 

c. mengawasi pelaksanaan tugas dengan car memeriksa, meneliti. membimbing dn 

mengarahkan pekerjaan untuk pemingkatan kinerje bawahan; 
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin sebagai bahan penilaian kinerja 
g. menganalisis data dan informasi kesekretariatan secara sistematis untuk disajikan kepala 

atasan; 
h. melaksanakan pcngelolaan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, kearsipan. 

perjalanan dinas, pelayanan tamu dan keprotokolan untuk tertib administrasi, 
memberikan pclayanan tcknis administrasi kepada seluruh satuan unit kerja, desa daniatu 
kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi; 

j. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberia pelayan administrasi kepada 
masyarakat sesuai dengan prosedur pelayanan untuk kepuasan masyarakat; 

k. mcngkoordinasikan pelaksanaan tugas- tugas kepla seksi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna kelanearan pelaksanaan tug.as; 
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I. memberikan pelayanan kunjungan kerja, tam kedinasan dan informasi tentang kegiatan 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum untuk 
dipublikasikan dan didokumentasian; 

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan dan kegiatan seksi-seksi 
sesuai ketentuan yang berlaku scbagai bahan penyusnan laporan; 

n. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) can 
pelaksanaan pengawasan melckat (WASKAT dan jenis laporan lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku guna tertib pelaporan; 

o. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
peningkatan kinerja; 

p. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungiawaban: 
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan scbagai bahan pengambilan keputusan, 
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok can 

fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Paragral 
Kepala Subbagian Perencanaan 

Pasal 5 

Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan kccamatan yang meliputi penyusunan 

rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja). dokumen pelaksanaan anggaran (DP.A). 
reneana kerja dan anggaran (RKA). LAKIP, WASKAT dan dokumen perencanaan lainnya 
sesuai ketentuan yang berlaku sebagar pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan bahan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan sebagar pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan pcnyusunan rencana kegiatan perubahan sesuat ketentuan yang berlaku 
guna disajikan kepada atasan; 

d. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertuiis untuk kelancaran pelaksanaan tuga% 
e. membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat wakt; 
f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
g. mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing dan 

mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan; 
h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan sesnai 

tugasnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan 
kinerja bawahan; 

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denga tugas pokok dan 

fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 2 
Kepala Subbagian Keuangan 

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut. 

a. menyusun program dan kegiatan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 
scbagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku ntuk terib 
administrasi, 

e. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelncaran pelaksanaan tugas, 
d. membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu; 
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas subbag an seksi kerja terkait untuk kelancaran 

ugas terpadu; 
f. mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing dan 

mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinera bawahan; 
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g. mengelola data dan informasi keuangan dan perlengkapan secara keseluruhan untuk 
dianalisis lebih lanjut; 

h. meneliti berkas kelengkapan $PP LS, pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang 

herlaku untuk disyahkan atasan; 

i. mengelola berkas kelengkapan SPP-U P, SPP-GU, SPP- TU dan SPP- LS Gaji dan tunjangan 
PNS serta penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang herlaku untuk disajikan kepada atasan; 

j. melaksanakan verifikasi secara berkala atas pcngajtan keuangan baik dari sekretariat 
maupun masing--masing seksi guna tertib administrasi keuangan; 

k. melaksanakan pembuatan akuntansi keuangan kccamatan sesuai ketentuan yang berlalu 
guna tertib keuangan, 

I. melakukan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan yang 
berlaku agar diketahui jumlahnya; 

m. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk tertib administrasi, 

n. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan 
kinerja bawahan 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban; 
p. memberikan saran dan pertimbangan kcpada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan. 
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragrafi 
Kepala Subbagian U'mum 

Pasal 7 

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum adalah sebagai berikut 
a. menyusun program dan kegiatan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, rumah tangg. 

perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengelola ketatausahaan meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas. pelayanan tamu. 
pelaksanaan rapat dan keprotokolan scsuai dcngan kctcntuan guna kelancaran pelaksanaan 
lugas, 

c. menyiapkan bahan pengaturan ketatalaksanaan yang meliputi penataan prosedur kerja. 
pengaturan tata ruang, kcbersihan dan penggunaan seragam dmnas serta penatalaksanaan 
lainnya sesuai dengan ketentuan; 
melakukan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan yang 
berlaku agar diketahui jumlahnya; 

enjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis mtuk kelancaran pelaksanaan Iuga, 
membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pckerjaan selesai tepat waktu; 
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugs 
terpadu; 
mengawasi pelaksanaan ugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing dan 
mengarahkan pckerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan; 
mengelola data dan informasi ketatausahaan. kchumasan. kcpegawaian, rumah tangg, 
perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanann kecamatan secar makro untuk dianalisa leb h 

lanjut; 
menyiapkan bahan pengelolaan kepcgawaian yang meliputi pemberkasan usulan kenaiken 
pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian lainnya sesu.i 
ketentuan yang berlaku unntuk tertib administrasi. 
menyiapkan sarana dan perlengkapan rapat koordinasi. apacara dan penyambutan tan u 
kedinasan dan peringatan hari--hari besar nasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
melaksanakan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan prosedur 
Yang telah ditentuakan agar tertib pelayanan: 
melaksanakan monitoring dan evaluasi kegintan sesuai tugasnya guna kesesuain 
perencanaan dan hasil yang dicapai; 
memberikan penilaian kinerja sesuai denpan kctcntuan yang berlaku untuk peningkatan 
kinerja bawahan; 
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o. membuat laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sbagai bentuk pertanggungiawaban; 
p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan 
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok d.an 

fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

agian Ketign 

Kepala Seksi Tata Pererintahan 

Pasal 8 

Uraian tugas Kepala Seksi Tata l'emerintahan adalah sebapai berikut; 
a. menyusun program dan kegiatan seksi tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku scbagai pedoman pelaksanaan tugas. 
b. menyabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertuls untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu; 
d melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan pelak sanaan tugas; 
e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk. bimbingan 

binaan dan arahan untuk peningkatan kinerja: 
f. menginventarisasi permasalahan penyelenggaran urusan pemerintahan wilayah kccamatan 

secara sistimatis untuk dikaji lebih lanjut: 
g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan. pedomaa teknis, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pembinaan urusan penyelengaraan pemeriutahan pada kecamnatan sesuai 
ketentuan peraturan yang berlaku untuk disajikan kepada atasan. 

h. mengelola administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku guna tertib administrasi pemeriutahan, 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa dan/atau 
kelurahan sesuai ketentuan peraturan yang berlakt puna peningkatan pelaksanaan tugas: 

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyclenggaraan arusan pemerintahan desa 
dan/atau kelurahan yang menjadi tangngjawabnya guna peningkatan administrsi 
pemerintahan; v 

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga-lembaga desa sesuai dengan ketentuan 
guna peningkatan kapasitas kelembagaan desa, 

elaksanakan koordinasi pembinaan politik dalam negeri esuai dengan prosedur untuk 
disampaikan kepada atasan, 

m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pemerintah;n 
umum sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan; 

n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberian tunjangan perangkat 
desa sesuai dengan ketentuan guna tertib administrasi pemberian tunjangan; / 
melaksanakan pembinaan penyusunan produk anggaran pemerintahan desakelrahan untuk 
tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan. 

m. menyusun laporan semesteran monografi secara berkala sesuai dengan ketentuan guna tertib 
administrasi pemerintahan; 

n. melaksanakan tertib administrasi pertanahan sesuai dcngan ketentun untuk tert.b 
administrasi pertanahan; 

o. mengelola data perangkat desa dan/atau kelurahan untuk kcbutuhan administrasi 
pemerintaban; 

p. memberdayakan kelembagaan desa danatau kelarahan den;an pemberian motivasi dn 

bimbingan agar berperan aktif; 

q. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan 
kinerja; 

r membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
pertanggungjawaban; 

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada 
pengambilan keputusan; 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
tugsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Bagian Kelima 
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mum 

Pasal 10 

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketentraman Umum adalah sebagai berikut; 
a. menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksaan tugas; 
b. menjabarkan perintah atasan baik seeara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanan 

tugas; 
c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu: 
d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 
e. mengawast pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, 

binaan dan arahan untuk permingkatan kinerja; 
f menginventarisasi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan tdan 

penegakan peraruran perundang-undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum kecamatan secara sistimatis untuk dikaji lebih lanjut; 

g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman teknis dan pelaporan pelaksanaan 
pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan 
perundang -undangan serta pemeiharaan sarana dan farsilitas pelayanan umumn sestai 
ketentuan peraturan yang beraku untuk disajikan kepada atasan; 

h. mengelola administrasi ketentraman dan ketertiban mum sesuai ketentuan peraturan yang 
berlaku guna tertib administrasi trantib; 

i. menyiapkan bahan pengkoordinasian dalam upaya penyclenggaraan ketentraman d.an 
ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan serta 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayaran utaum untuk disajikan kepada atasan; 

j. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah. Peraturan upati dan peraturan perundan 
undangan lainnya sesuai dengan kewenangannya agar dpatuhi masyarakat: 

k. melaksanakan persiapan pembinaan peraturan perundang--undangan sesuai dengn 
prosedurn guna peningkatan pelaksanaan tugas; 

I. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan upaya penyelesaian pelanggaran peratur 
daerah, penerapan dan penegakan peraruran perdang - undangan serta pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas pelayanan umum Peraturan Bupati dan peraturan perundang 
undangan lainnya melalui musyawarah guna erciptanya ketentraman dan ketertiban 
masyarakat; 

m. memberdayakan lembaga masyarakat desa dantatau kelurahan yang bergerak di bidang 
ketentraman dan ketertiban dengan pemberian motivasi dan bimbigan agar berperan aktif: 

n. memfasilitasi pcnyelesaian perselisihan/persengketaan warga masyarakat sesuai dengan 
kewenangannya guna terciptanya masyarakat yang aman. tertib dan tentram; 

n. mengatur petugas piket pengamanan kantor beserta lingkungantya untuk ketentraman dan 
ketertiban; 

o. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan 
kinerja; 

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bentuk 
pertanggungiawaban; 

q memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan scbagai bahan masukan dalam 
pengambilan keputusan, 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugs pokok dan 
tungsinya guna ke!ancaran pelaksanaan tugas. 

4 I V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal H 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 
2006 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang ( Ber.ta 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 60 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapk.an. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang [ 

Ditetapkan di Pemalang 

LANG. 

le 

pada tangent!  15 Desember 2008 

\ 
l. 
¢ 

« 

Si,,1s,/ucHROEs 
-- 

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 15 Descmber 2008 
PSEKRETARIS DAERA 

KABUPTEN PI IALANG 
--'. 

t ( 7  
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